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Siaran Pers
Kitab Undang-Undang  Disetujui Sebagai Perundang-Undangan Pemerintah
Pada tanggal 28 Juli 2005, Parlemen Nasional dengan suara bulat mengijinkan Pemerintah untuk merancang Kitab Undang-Undang Timor Leste dalam bentuk dekrit. Wewenang terseut tersebut berdasarskan permohonan yang diserahkan ke Parlemen oleh Dewan Menteri pada tanggal 30 Maret 2005. Permohonan tersebut dalam minggu yang lalu dipresentasikan ke Parlemen untuk didiskusikan pada sidang plenary yang dihadiri oleh Menteri dan Wakil Menteri Kehakiman.

Proses untuk menyetujui sebuah perundang-undangan sebagai dekrit biasanya lebih cepat dan kurangnya perdebatan yang banyak dibandingkan dengan Undang-Undang Parlementer. Sesuai dengan prosedur pembuatan perundang-undangan, pemerintah sekarang dapat membuat sebuah rancangan Kitab Undang-Undang Pidana  dan mempresentasikan versi akhir ke Dewan Menteri untuk dipertimbangkan dalam 120 hari. Setelah itu, akan dikirim ke Presiden untuk diberlakukan. Setelah pemberlakuan, Parlemen memiliki kesempatan akhir untuk mempertimbangkan lagi Kitab Undang-Undang Pidana tetapi hanya jika dimohon oleh seperlima anggotanya. Jika tidak ada permohonan akan disahkan secara automatis. Akibatnya, terbatasnya ruang bagi peninjauan publik dan pertimbangan terhadap perundang-undangan yang disetujui dalam bentuk  dekrit ketimbang sebuah Undang-Undang Parlementer.

Kitab Undang-Undang Pidana yang dibuat bermaksud untuk mengantikan Kitab Undang-Undang Pidana , yang mana dimodifikasi dengan regulasi UNTAET, terus terapkan di Timor Leste. Disetujuinya Kita Undang-Undang nasional dan mengantikan Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia adalah merupakan sebuah tonggak bersejarah dalam pembangunan Timor Leste sebagai sebuah Negara yang berdaulat dengan memiliki sistem hukum sendiri. Rancangan perundang-undangan ini juga merupakan satu keberhasilan dalam hal perundang-undangan dan oleh karenanya, perlu memberikan selamat kepada pemerintah atas inisiatifnya.

JSMP menyadari bahwa rancangan kitab undang-undang pidana sedang berjalan sejak bulan November 2004, akan tetapi masih sangat terbatasnya konsultasi dengan publik berkenaan dengan isi dari rancangan tersebut. JSMP diberitahu bahwa Menteri Kehakiman  telah memberitahukan kepada kelompok perempuan bahwa, jika diminta, beliau akan menghadiri pertemuan untuk mendengarkan dan menyampaikan keprihatinan mereka  berkenaan dengan peraturan-peraturan tersebut yang mempengaruhi hak-hak perempauan. Hal ini merupakan satu langkah positif, akan tetapi, konsultasi yang lebih luas terhadap semua ketentuan dari Kitab Undang-Undang Pidana adalah sangat penting untuk menjamin bahwa pada saat  Kitab Undang-Undang Pidana disetujui dapat menjawab secara tepat dari  keprihatinan-keprihatinan secara luas, khususnya dalam konteks sosial-politik Timor Leste dan akan dihargai dan dipatuhi secara luas.

Oleh karena itu, JSMP meminta pemerintah untuk memperluas proses ini dengan meningkatkan pemahaman publik terhadap Kitab Undang-Undang Pidana dan mendapatkan masukan dari publik berkenaan dengan isi dari Kitab-Kitab Undang-Undang Pidana tersebut. Konsultasi ini dapat memperlambat proses pengesahan undang-undang tersebut, akan tetapi menurut JSMP jika hal tersebut menjamin adanya legitimasi  terhadap undang-undang pidana di masa mendatang, maka konsultasi tersebut akan lebih bermanfaat.

